Upr?ya Dinas Perhubungan dan LLAJ dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat
penyelenggaraan angkutan kota dan pedesaan di Kabupaten Banyumas
PURNOKO, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 1999, Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan
Sehat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, 2000, Kitab Undang Undang Hukum Perusahaan, PT Pradnya
Paramita, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2003, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,
Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.

-- - , 1998, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, 1982, Metode Research (Penelitian limiah), Bumi Aksara, Jakarta

Purwadi, Budi, 2000, Riset Pemasaran Implementasi Dalam Bauran
Pemasaran, PT. Grasindo, Jakarta.

Purwosutjipto, H.M.N. 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Cetakan Kelima, Djambatan, Jakarta.

Satrio, J, 1995, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro, 1995, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Galia Indonesia, Jakarta.

Stockle, Martin W., Martin, T,1982, Auto Mechanics Fundamental, The
Goodheart-Willcox, Inc.



Upr?ya Dinas Perhubungan dan LLAJ dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat
penyelenggaraan angkutan kota dan pedesaan di Kabupaten Banyumas
PURNOKO, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sukanto, 1990, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Umum, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaya, |.G. Ray, 2000, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-
Undang di Bidang Usaha : Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49 tanggal 12 Mei 1992.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60 tanggal 7 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan,
diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

60 Tahun 1993 tanggal 5 Juli 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan, diundangkan dalam lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tahun 1993 tanggal 5 Juli 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan, diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60 Tahun 1993 tanggal 5 Juli 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi, diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 60 Tahun 1993 tanggal 5 Juli 1993.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penetapan
Tarip Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah.



Upr?ya Dinas Perhubungan dan LLAJ dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat
penyelenggaraan angkutan kota dan pedesaan di Kabupaten Banyumas
PURNOKO, Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 04 / 2002 tentang
Penetapan Tarip Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi
dan Angkutan Perkotaan dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Propinsi
Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas

Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penetapan
Tarip Angkutan Kota dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2001 tentang Trayek
Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Banyumas.



